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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

0

bahwa untuk menciptakan kegiatan usaha minyak dan
gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing,
efisien dan mendorong berkembangnya potensi dan
peranan nasional pada kegiatan usaha penunjang dalam
kegiatan usaha minyak dan gas bumi, perlu mengatur
kembali kegiatan usaha penunjang minyak dan gas bumi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kegiatan Usaha

Penunjang Minyak dan Gas Bumi;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);



Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4996);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Présiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam
Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
311);



Menetapkan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG KEGIATAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS
BUMI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya
disebut Usaha Penunjan;g Migas adalah kegiatan usaha
yang menunjang kKegiatan usaha minyak dan gas bumi.
Usaha Jasa Konstruksi Minyak dan Gas Bumi yang
selanjutnya disebut Usaha Jasa Konstruksi Migas adalah
kegiatan usaha jasa layanan untuk penanganan pekerjaan
bangunan atau konstruksi atau wujud fisik lainnya dalam
menunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Usaha Jasa Nonkonstruksi Minyak dan Gas Bumi yang
selanjutnya disebut Usaha Jasa Nonkonstruksi Migas
adalah kegiatan usaha jasa layanan pekerjaan dalam
menunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi selain
Usaha Jasa Konstruksi Migas dan Usaha Industri
Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi yahg
selanjutnya disebut Usaha Industri Penunjang Migas
adalah kegiatan usaha industri yang menghasilkan
barang, material dan/atau peralatan yang digunakan
sebagai penunjang dalam kegiatan usaha minyak dan gas

bumi.




10.

Industri Material adalah kegiatan usaha industri yang
menghasilkan benda dalam berbagai bentuk dan uraian
yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi,
dan/atau barang jadi yang digunakan sebagai penunjang
dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Industri Peralatan adalah kegiatan usaha industri yang
menghasilkan benda-benda dalam berbagai bentuk, yang
dirakit menjadi satu kesatuan yang mempunyai fungsi
untuk tujuan tertentu yang digunakan sebagai penunjang
dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. '
Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas
Bumi yang selanjutnya disebut SKUP Migas adalah surat
yang diberikan kepada Perusahaan atau perseorangan
yang memiliki kemampuan nyata memproduksi barang
dan/atau jasa dalam negeri berdasarkan hasil penelitian
dan penilaian yang meliputi aspek legal berupa status
usaha dan finansial, aspek teknis berupa kemampuan
produksi dan sistern manajemen, aspek jaringan
pemasaran dan aspek layanan purna jual.

Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta
yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak dalam
bidang Usaha Penunjang Migas.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan  kebijakan di  bidang  pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas

bumi.




Pasal 2

Penyelenggaraan Usaha Penunjang Migas bertujuan untuk:

a. menunjang usaha penyediaan dan pemanfaatan barang
dan jasa yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha
hulu dan kegiatan usaha hilir;

b. mewujudkan kegiatan Usaha Penunjang Migas yang
mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan
mendorong perkembangan potensi dan kemampuan
nasional; dan

c. membina dan mengarahkan Usaha Penunjang Migas

menjadi Usaha Penunjang Migas nasional.

Pasal 3
Penyelenggaraan  kegiatan  Usaha  Penunjang  Migas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang minyak dan gas bumi, keselamatan dan kesehatan kerja

serta perlindungan lingkungan hidup.

BAB II
USAHA PENUNJANG MIGAS
Bagian Kesatu

Pelaksana Kegiatan Usaha Penunjang Migas

Pasal 4

(1) Usaha Penunjang Migas dapat dilakukan oleh Perusahaan
atau perseorangan.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Perusahaan modal dalam negeri; dan
b. Perusahaan modal asing.

(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi orang persecrangan, perseroan komanditer, dan
Firma yang mempunyai keahlian tertentu untuk

memberikan pelayanan Usaha Jasa Nonkonstruksi Migas.




Bagian Kedua

Klasifikasi Kegiatan Usaha Penunjang Migas

Pasal 5

Usaha Penunjang Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
diklasifikasikan sebagai berikut:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

Usaha Jasa Konstruksi Migas;
Usaha Jasa Nonkonstruksi Migas; dan

Usaha Industri Penunjang Migas.

Pasal 6
Usaha Jasa Konstruksi Migas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
a. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi;
b. Usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
c. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
Usaha Jasa Nonkonstruksi Migas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. Jasa Geologi dan Geofisika;

b. Jasa Pemboran;

c. Jasa Inspeksi Teknis dan Pengujian Teknis;
d. Jasa Pekerjaan Paska Operasi;

e. Jasa Penelitian dan Pengembangan;

f. Jasa Pengolahan Limbah,;

g. Jasa Penyewaan Pengangkutan; dan

h. Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan.

Usaha Industri Penunjang Migas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a. Industri Material; dan

b. Industri Peralatan.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 7

Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan

oleh Perusahaan Enjiniring.

Persyaratan Perusahaan Enjiniring meliputi:

a.

perusahaan dalam negeri atau perusahaan nasional
yang pengendalian manajemennya berada pada
warga negara Indonesia.

memiliki dan menerapkan sistem manajemen mutu
dan telah tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang
telah terakreditasi;

memiliki tenaga ahli yang berkualifikasi dan/atau
berkompetensi; dan

memiliki peralatan dan atau fasilitas berupa ﬁiranti
lunak untuk pekerjaan penelaahan disain, analisis

risiko atau penilaian perpanjangan umur layan.

Pasal 8

Jasa Inspeksi Teknis dan Pengujian Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf ¢ dilaksanakan oleh

Perusahaan Inspeksi.

Persyaratan Perusahaan Inspeksi meliputi:

a.
b.

perusahaan modal dalam negeri;

memiliki sertifikat SNI ISO/IEC 17020 Tipe A dari
lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi;

memiliki tenaga ahli tetap vyang berkualifikasi
dan/atau berkompetensi sesuai bidang inspeksi; dan
memiliki standar dan peralatan sesuai dengan bidang

inspeksi.




(1)

(2)

(4)

(5)

(1)

(2)

BAB Il
SKUP MIGAS

Pasal 9
Untuk pembinaan dan peningkatan kemampuan Usaha
Penunjang Migas, Direktur Jenderal menerbitkan SKUP
Migas terhadap Perusahaan atau perseorangan.
Untuk mendapatkan SKUP Migas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Perusahaan atau perseorangan wajib
melakukan pendaftaran melalui media elektronik berbasis
daring (online system).
Pendaftaran melalui media elektronik berbasis daring
(online system) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengunggah dokumen Perusahaan
atau perseorangan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Perusahaan atau perseorangan yang telah melakukan
pendaftaran melalui media elektronik berbasis daring
(online system) wajib memenuhi syarat dan ketentuan
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan menyatakan
kebenaran dokumen yang disampaikan.
Dalam hal pendaftaran melalui media elektronik berbasis
daring (online system) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) belum dapat dilaksanakan, Perusahaan atau
perseorangan dapat melakukan pendaftaran secara

manual.

Pasal 10

Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap
kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3).

Dalam hal hasil evaluasi terhadap dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah lengkap dan
benar, paling lama 3 (tiga) hari kerja Direktur Jenderal
menerbitkan SKUP Migas.



(1)

Pasal 11

Direktur Jenderal menerbitkan SKUP Migas dengan

menetapkan peringkat kemampuan Usaha Penunjang

Migas.

SKUP Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} memuat

peringkat untuk setiap klasifikasi Usaha Penunjang Migas

sebagai berikut:

a. Untuk kemampuan Usaha Jasa Konstruksi

didasarkan pada:

1.

status usaha dan financial, dengan bobot nilai

maksimal 10 (sepuluh) meliputi:

a) legalitas pendirian perusahaan;

b) legalitas pengangkatan  direksi dan
komisaris;

c) legalitas pajak;

d) laporan keuangan; dan

e) legalitas status usaha;

kemampuan/kapasitas jasa, dengan bobot nilai

maksimal 40 (empat puluh), meliputi:

a) kepemilikan alat dan/atau perangkat
lunak;

b) status dan kualifikasi tenaga kerja; dan

¢} spesifikasi/standar mutu produk dan/atau
kemampuan managjemen proyek;

pengalaman perusahaan, dengan bobot nilai

maksimal 20 (dua puluh), meliputi pengalaman

perusahaan dan pengalaman personil;

sistem manajemen mutu, dengan bobot nilai

maksimal 10 (sepuluh), meliputi standar dan

sertifikasi manajemen mutuy;

penerapan keselamatan dan kesehatan kerja

serta perlindungan lingkungan hidup, dengan

bobot nilai maksimal 10 (sepuluh), meliputi:

a) standar dan  sertifikasi manajemen
lingkungan; dan

b) standar dan  sertifikasi manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja;
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jaringan rantai suplai, dengan bobot nilai
maksimal 5 (lima), meliputi lingkup lokal,
nasional dan internasional; dan

kualitas jasa, dengan bobot nilai maksimal 5
(lima), meliputi kualitas jasa dan layanan purna

jual.

Untuk kemampuan Usaha Jasa Nonkonstruksi

didasarkan pada:

L.

status usaha dan financial, dengan bobot nilai

maksimal 10 (sepuluh) meliputi:

a) legalitas pendirian perusahaan;

b) legalitas pengangkatan  direksi dan
komisaris;

cl legalitas pajak;

d) laporan keuangan; dan

e) legalitas status usaha;

kemampuan/kapasitas jasa, dengan bobot nilai

maksimal 40 (empat puluh), meliputi:

a) kepemilikan alat; dan

b) status dan kualifikasi tenaga kerja;

pengalaman perusahaan, dengan bobot nilai

maksimal 20 (dua puluh), meliputi pengalaman

perusahaan dan pengalaman personil;

sistem manajemen mutu, dengan bobot nilai

maksimal 10 (sepuluh), meliputi standar dan

sertifikasi manajemen mutu;

penerapan keselamatan dan kesehatan kerja

serta perlindungan lingkungan hidup, dengan

bobot nilai maksimal 10 (sepuluh), meliputi:

a) standar dan  sertifikasi manajemen
lingkungan; dan

b) standar dan  sertifikasi manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja;

jaringan rantai suplai, dengan bobot - nilai

maksimal 5 (lima), meliputi lingkup lokal,

nasional dan internasional; dan
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7. kualitas jasa, dengan bobot nilai maksimal 5
(lima), meliputi kualitas jasa dan layanan purna
Jjual.

Untuk kemampuan Usaha Industri Penunjang Migas

didasarkan pada:

1. status usaha dan financial, dengan bobot nilai
maksimal 10 (sepuluh), meliputi:

a) legalitas pendirian perusahaan;

b) legalitas pengangkatan  direksi dan
komisaris;

c) legalitas pajak;

d) laporan keuangan; dan

e} legalitas status usaha;

2. kemampuan/kapasitas produksi, dengan bobot
nilai maksimal 30 (tiga puluh), meliputi:
a) fasilitas produksi dan pendukung;
b) kepemilikan alat produksi;

c) kepemilikan alat yji; dan
d) status dan kualifikasi tenaga kerja;

3. pengalaman perusahaan, dengan bobot nilai
maksimal 15 (lima belas); . _

4. spesifikasi/standar mutu produk, dengan bobot
nilai maksimal 15 (lima belas), meliputi standar
dan sertifikasi produk;

5. penerapan sistem manajemen, dengan bobot
nilai maksimal 20 (dua puluh), meliputi:

a) standar dan sertifikasi manajemen mutu

b) standar dan  sertifikasi manajemen
lingkungan; dan

c) standar dan  sertifikasi manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja;

6. jaringan pemasaran, dengan bobot nilai
maksimal 5 (lima), meliputi lingkup pemasaran
lokal, nasional dan internasional; dan

7. jaringan purna jual, dengan bobot nilai
maksimal S5 (lima), meliputi jaminan kualitas

produk dan layanan purna jual.



(3)

(1)

(2)

(3)
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Berdasarkan  penilaian kemampuan = sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c,

kepada Perusahaan atau perseorangan ditetapkan

peringkat dengan kategori sebagai berikut:

a. apabila jumlah bobot nilai Perusahaan atau
perseorangan kurang dari 40 (empat puluh),
dikategorikan tidak mampu;

b. apabila jumlah bobot nilai Perusahaan atau
perseorangan lebih dari 40 (empat puluh) sr;lmpai
dengan 60 (enam puluh), diberikan kategori bintang
satu (*);

c. apabila jumlah bobot nilai Perusahaan atau
perseorangan lebih dari 60 (enam puluh) sampai
dengan 80 (delapan puluh), diberikan kategori
bintang dua (**); atau

d. apabila jumlah bobot nilai Perusahaan atau
perseorangan lebih dari 80 (delapan puluh), diberikan
kategori bintang tiga (***).

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan Usaha Penunjang Migas
dilaksanakan oleh Menteri ¢.q. Direktur Jenderal.

Menteri c.q Direktur Jenderal wajib membina peningkatan
kemampuan (capacity building) Perusahaan atau
perseorangan yang melaksanakan Usaha Penunjang Migas
mencakup kompetensi tenaga kerja, mutu, permodalan,
pemasaran dan manajemen.

Perusahaan atau perseorangan pada kegiatan Usaha
Penunjang Migas menjamin keselamatan dan keamanan di

kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
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Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 13
Untuk memberikan informasi keberadaan Perusahaan atau
perseorangan, Direktur Jenderal mengeluarkan daftar
Perusahaan atau perseorangan yang telah mendapatkan SKUP

Migas melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 14
Perusahaan atau perseorangan yang telah mendapat SKUP
Migas wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan
kegiatan Usaha Penunjang Migas kepada Direktur Jenderal
setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila

diperlukan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 15
(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 dan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku

Usaha Penunjang Migas, Direktur Jenderal melaksanakan

evaluasi melalui audit kepatuhan terhadap Perusahaan

atau perseorangan pemegang Surat Kemampuan Usaha

Penunjang SKUP Migas.

(2) Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:

a. capaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan/
atau nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN)
untuk Usaha Industri Penunjang Migas;

b. nilai investasi;

c. peralatan, pengalaman kerja, dan tenaga kerja;

d. jenis produk dan sertifikasi produk untuk Usaha
Industri Penunjang Migas;

e. alih teknologi;

f.  kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan




(3)

(1)

(2)

(1)

(2)
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g. evaluasi aspek keselamatan dan kesehatan kerja
serta keteknikan.

Berdasarkan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menerbitkan SKUP

Migas baru sesuai hasil penilaian kemampuan yang

dibuktikan dengan penetapan peringkat kemampuan

Usaha Penunjang Migas.

BAB YV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16
Direktur Jenderal memberikan sanksi administratif
kepada Perusahaan atau perseorangan yang mela:nggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)
Peraturan Menteri ini.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. teguran tertulis;
b. penangguhan sementara SKUP Migas; dan/atau
c. pencabutan SKUP Migas.

Pasal 17

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali,
dengan jangka waktu peringatan masing-masing selama 1
(satu) bulan.

Selama jangka waktu teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), SKUP Migas milik Perusahaan
atau perseorangan dinyatakan ditangguhkan sementara
sampai dilaksanakannya kewajiban Perusahaan atau
perseorangan.

Pasal 18

Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu teguran

tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perusahaan

atau perseorangan tetap tidak melaksanakan kewajibannya,

Direktur Jenderal mencabut SKUP Migas.
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Pasal 19

Dalam hal dikemudian hari diketahui bahwa dokumen yang

disampaikan Perusahaan atau perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan (4) tidak benar, Direktur

Jenderal mencabut Surat Kemampuan Usaha Penunjang

Migas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

1.

SKUP Migas yang telah diterbitkan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya jangka waktu SKUP Migas.

Surat Keterangan Terdaftar yang telah diterbitkan
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan
tidak berlaku.

Permohonan Surat Keterangan Terdaftar yang telah
diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tidak
diproses penyelesaiannya.

Permohonan SKUP Migas yang telah diajukan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses

penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun

2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 22
Peraturan Menteri ini  mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

tEd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

id.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 304

sesuai dengan aslinya
Gl DAN SUMBER DAYA MINERAL
la Biro Hukum,
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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG .
KEGIATAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI

DOKUMEN PERMOHONAN SKUP MIGAS

=
O

| PERSYARATAN UMUM JASA PENUNJANG MIGAS . & .~

Surat Permohonan

Surat Kuasa

Formulir Data Kemampuan Usaha Penunjang

Akta Perusahaan

Surat Izin Usaha Perdagangan

SKUP Migas (yang lama)

Daftar Tenaga Ahli dan Pendukung

Daftar Peralatan & Softwaré

O |00 |~ [hviG |~ (WM~

Pengalaman Pekerjaan

—
<

Sertifikat Manajemen Mutu, lingkungan, K3

2
—

Struktur Organisasi Perusahaan

—
b

Persetujuan Amdal/UKL dan UPL (Jasa Konstruksi)

—
w

Bukti Kepemilikan Fasilitas Kerja

-
'S

Bukti Kepemilikan Peralatan

—t
4

Flow Proses Kegiatan Jasa

—
(o)}

Profil Perusahaan

—
~J

Roadmap TKDN Perusahaan

—
0o

Sertifikat Tenaga Kerja Ahli dan Terampil

—
O

Bukti Permodalan di Bank BUMN (Performance Bond)

[\
o

Program CSR (Corporate Social Responsibility)

b
H

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pabrikan dalam Negeri

M
[

Bukti Audit Keuangan Tahunan dan SPT Tahun Terakhir

[
w

Bukti Alih Teknologi (Program Training Pegawai dan Bukti Pelaksanaan)

!
B

Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan

[}
(9)1

Formulir Keberpihakan Dalam Negeri

2
O

PERSYARATAN KHUSUS JASA KONTRUKSI MIGAS

|t

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

)

'PERSYARATAN KHUSUS JASA NONKONTRUKSI MIGAS
| (Jasa Inspeksi Teknis dan Pengujian Teknis)

=

Sertifikat manajemen lembaga inspeksi

Kepemilikan Standar sesuai bidang 1nspek51

"NO
| (Jasa Penyéwaan Pengangkutan)

PERSYARATAN KHUSUS JASA NONKONTRUKSI MIGAS

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) atau

Surat Izin Usaha Angkutan Udara

Gross Akta Kapal
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NO | PERSYARATAN INDUSTRI PENUNJANG MIGAS
1 | Surat Permohonan
2 | Surat Kuasa
3 | Formulir Data Kemampuan Usaha Penunjang
4 | Akta Pendirian Perusahaan
5 |Akta Pengangkatan Direksi dan Komisaris serta Kepemilikan Saham
Terakhir
6 | Surat Izin Industri
7 | SKUP Migas (yang lama)
8 | Persetujuan Amdal/UKL dan UPL
9 | Sertifikat Manajemen Mutu, lingkungan, K3, dan produk
10 | Audit Report Sistem Manajemen Mutu, lingkungan, K3 (resertifikasi atau
surveillance terakhir)
11 | Sertifikat TKDN
12 | Flow Proses Produksi
13 | Struktur Organisasi Perusahaan
14 | Engineering Drawing/MSDS produk
15 | Daftar Tenaga Kerja Permanen beserta lama masa kerja
16 | Daftar Peralatan Produksi
17 | Bukti kepemilikan alat produksi utama (dapat berupa rekam pembelian)
18 | Profil Perusahaan
19 | Record Pengalaman Pekerjaan
20 | Laporan keuangan tahun terakhir
21 | Bukti status kepemilikan lahan
22 | Rencana dan bukti realisasi training internal yang bersifat teknis tahun
terakhir (berupa rekam pelaksanaan training/absensi)
23 | Rencana dan bukti realisasi training eksternal yang bersifat teknis tahun
terakhir (berupa sertifikat training)
24 | Contoh rekaman pelaksanaan QC incoming material
25 | Contoh Work Order untuk setiap produk
26 | Contoh rekaman pelaksanaan QC proses dan QC finish good
27 | Purchase order, delivery order dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
apabila pernah ekspor
28 | Purchase order, delivery order dan Packing/shipment invoice apabila belum
pernah ekspor
29 | Garansi produk untuk konsumen
30 | Perhitungan kapasitas produksi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

it

IGNASIUS JONAN






